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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya,
sehingga Modul Pelatihan Policy brief ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini
disusun oleh Laboratorium Governance dan Public Policy sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dan pemangku kepentingan dalam
merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, kebutuhan
akan dokumen kebijakan yang ringkas, padat, dan tepat sasaran menjadi sangat krusial.
Policy brief hadir sebagai jembatan antara hasil analisis akademis atau teknis dengan
pengambilan keputusan strategis oleh para pemimpin. Modul ini dirancang untuk
membekali peserta dengan pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis dalam
menyusun Policy brief yang efektif.

Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan modul ini di
masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat nyata bagi
peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Palembang, 31 Maret 2025

Kepala Laboratorium Governance dan

r. Deby Chintia Hestiriniah, M.Si.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam ekosistem pemerintahan modern, pengambilan keputusan tidak lagi dapat
hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman masa lalu semata. Tuntutan terhadap
akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas publik memaksa para pembuat kebijakan
untuk berlandaskan pada data dan analisis yang kuat. Namun, seringkali terdapat
kesenjangan (gap) yang lebar antara produsen pengetahuan (peneliti, analis kebijakan,
akademisi) dengan konsumen pengetahuan (pejabat pembuat keputusan, politisi,
eksekutif).

Kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh perbedaan bahasa, format, dan
urgensi. Hasil penelitian atau analisis kebijakan yang komprehensif seringkali terlalu
tebal, teknis, dan memakan waktu lama untuk dibaca oleh para pemimpin yang memiliki
keterbatasan waktu. Di sinilah Policy brief memegang peranan vital. Policy brief adalah
dokumen ringkas yang menyajikan inti dari analisis kebijakan yang kompleks ke dalam
format yang mudah dicerna, dengan fokus pada rekomendasi tindakan yang konkret.

Laboratorium Governance dan Public Policy menyadari bahwa kompetensi dalam
menyusun Policy brief adalah keterampilan dasar (core competency) yang harus dimiliki
oleh analis kebijakan maupun pemimpin organisasi publik. Sayangnya, banyak dokumen
rekomendasi kebijakan yang beredar masih bersifat normatif, kurang berbasis bukti,
atau tidak menyertakan opsi solusi yang jelas.

Melalui modul pelatihan ini, Laboratorium Governance dan Public Policy berupaya
membakukan standar penyusunan Policy brief yang berkualitas. Modul ini dirancang
untuk menjembatani teori analisis kebijakan dengan praktik penulisan strategis. Dengan
menguasai keterampilan ini, diharapkan output kebijakan yang dihasilkan oleh instansi
pemerintah maupun organisasi publik dapat lebih tepat sasaran, implementatif, dan
memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pentingnya Policy brief juga semakin mendesak dalam konteks reformasi birokrasi
dan penyederhanaan regulasi. Dokumen yang ringkas namun berbobot akan
mempercepat proses deliberasi kebijakan dan mengurangi hambatan birokrasi dalam
tahap persiapan regulasi. Oleh karena itu, pelatihan ini bukan sekadar latihan menulis,

melainkan latihan berpikir strategis untuk memecahkan masalah publik.



Tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian
ekonomi menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat. Policy brief memungkinkan
analis untuk menyajikan skenario dan implikasi kebijakan secara cepat kepada
pengambil keputusan. Tanpa kemampuan ini, risiko kesalahan kebijakan (policy failure)
akan meningkat karena kurangnya informasi yang tersaring dengan baik.

Laboratorium Governance and Public Policy berkomitmen untuk terus
mengembangkan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Modul ini
akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan metodologi analisis kebijakan dan
dinamika tata kelola pemerintahan. Diharapkan peserta pelatihan tidak hanya
memahami teori, tetapi juga mampu memproduksi Policy brief yang siap pakai (ready-

to-use) dalam lingkungan kerja masing-masing.
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Gambar 1. 1 Siklus Kebijakan Publik dan Posisi Policy brief

Seperti terlihat pada Gambar 1.1, Policy brief berfungsi sebagai katalisator dalam
siklus kebijakan. la dapat muncul di awal untuk mendefinisikan masalah, di tengah untuk
menawarkan solusi, atau di akhir untuk merekomendasikan perbaikan berdasarkan
evaluasi. Fleksibilitas ini membuat keterampilan penyusunan Policy brief menjadi sangat
relevan bagi berbagai jenjang jabatan, mulai dari analis ahli muda hingga pejabat
pimpinan tinggi.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan Policy brief juga sejalan dengan semangat
Meritokrasi Birokrasi. Dokumen yang berkualitas mencerminkan kompetensi aparatur.
Oleh karena itu, modul ini disusun dengan mengacu pada standar kompetensi analis

kebijakan nasional serta praktik terbaik internasional (best practices).



Penyusunan modul ini melibatkan kajian literatur mendalam serta pengalaman

empiris dari para praktisi di Laboratorium Governance dan Public Policy. Kami
menggabungkan pendekatan akademis yang rigor dengan pendekatan praktis yang
aplikatif. Tujuannya adalah agar peserta dapat langsung menerapkan ilmu yang didapat
segera setelah pelatihan selesai.
1. Pentingnya Policy brief dalam Proses Kebijakan Publik
Policy brief merupakan salah satu instrumen penting dalam ekosistem pembuatan
kebijakan publik modern. Dalam era informasi yang serba kompleks, pengambil
keputusan memerlukan ringkasan yang jelas, singkat, dan actionable dari hasil-hasil
penelitian kebijakan. Policy brief hadir sebagai jembatan antara dunia akademik dan
praktik pemerintahan.
Perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas isu-isu publik telah mengubah cara
pemerintah membuat keputusan. Semakin banyaknya data dan penelitian yang tersedia
membuat pengambil keputusan membutuhkan ringkasan eksekutif yang dapat dipahami
dengan cepat namun tetap komprehensif.
2. Definisi dan Ruang Lingkup
Policy brief adalah dokumen singkat (umumnya 1-4 halaman) yang menyajikan: -
Ringkasan masalah kebijakan - Analisis mendalam tentang isu yang dihadapi - Opsi-
opsi alternatif kebijakan - Rekomendasi spesifik untuk pengambilan keputusan
Policy brief berbeda dengan penelitian akademik yang panjang. Policy brief dirancang
untuk komunikasi cepat dengan fokus pada keputusan praktis.
3. Konteks Pemerintahan Indonesia
Dalam konteks pemerintahan Indonesia, terutama di Kementerian Dalam Negeri, Policy
brief menjadi semakin penting karena:
a. Peningkatan efisiensi administratif: Policy brief membantu pimpinan
pemerintahan membuat keputusan lebih cepat
b. Transparansi kebijakan: Policy brief memudahkan stakeholder memahami
dasar pengambilan keputusan
c. Koordinasi antar lembaga: Policy brief memfasilitasi koordinasi yang lebih baik
dalam implementasi kebijakan
d. Akuntabilitas publik: Policy brief mendokumentasikan proses pemikiran di

balik keputusan publik



4. Peran Laboratorium Governance dan Public Policy

Laboratorium Governance dan Public Policy memiliki peran strategis dalam:
Mengembangkan kapasitas aparatur negara dalam analisis kebijakan, Menyediakan
panduan praktis untuk penulisan Policy brief yang efektif, Melaksanakan pelatihan
berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kebijakan, Membangun

jaringan pemikir kebijakan di seluruh Indonesia.

B. HASIL BELAJAR
Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat:
1. Memahami konsep dan jenis-jenis Policy brief yang relevan dengan konteks
pemerintahan Indonesia
Menganalisis masalah kebijakan secara sistematis dan terstruktur
Menyusun Policy brief yang efektif sesuai dengan standar dan kebutuhan lokal

Menulis rekomendasi kebijakan yang feasible dan implementable

ok~ D

Mengkomunikasikan hasil analisis kepada berbagai stakeholder dengan cara
yang persuasif namun berbasis fakta
6. Menerapkan standar penulisan Policy brief dalam konteks Pelayanan

Kementerian Dalam Negeri tingkat |

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK
Materi Pokok I: Landasan Konseptual dan Strategi Policy brief
1. Definisi dan karakteristik Policy brief
2. Jenis-jenis Policy brief dan peruntukannya
3. Perbedaan Policy brief dengan dokumen kebijakan lainnya
4. Kegiatan penyusunan Policy brief
Materi Pokok Il: Pembuatan Policy brief
1. Tahapan persiapan dan riset
2. Struktur penulisan Policy brief yang efektif
3. Teknik penulisan yang persuasif
4. Penggunaan data dan evidensi
5. Policy brief dalam konteks PKN Tingkat |
6. Studi kasus dan praktik langsung



BAB I
LANDASAN KONSEPTUAL DAN STRATEGI POLICY BRIEF

A. PENDAHULUAN

Komunikasi kebijakan merupakan aspek yang sering terabaikan dalam proses
formulasi kebijakan. Sebuah analisis yang brilian akan menjadi tidak berguna jika tidak
dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pengambil keputusan. Policy brief hadir
sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Berbeda dengan jurnal akademis atau laporan penelitian yang tebal, Policy brief
dirancang untuk dibaca dalam waktu singkat (biasanya 5-10 menit). Fokus utamanya
bukan pada metodologi penelitian yang rumit, melainkan pada implikasi kebijakan dan
rekomendasi tindakan. Dalam bab ini, kita akan membedah landasan konseptual Policy
brief serta strategi penggunaannya sebagai alat bantu keputusan.

Esensi dari Policy brief adalah "menerjemahkan" kompleksitas menjadi
kesederhanaan tanpa mengurangi substansi kebenaran data. Ini adalah seni menyaring
informasi. Dalam lingkungan pemerintahan yang serba cepat, pejabat pimpinan tinggi
seringkali hanya memiliki waktu terbatas untuk membaca dokumen. Policy brief yang
baik harus mampu menjawab pertanyaan: "Apa masalahnya?”, "Apa buktinya?", dan
"Apa yang harus kita lakukan?" dalam beberapa halaman pertama.

Laboratorium Governance dan Public Policy menekankan bahwa Policy brief
bukan sekadar ringkasan (summary). la adalah dokumen persuasif yang memiliki
landasan strategis. la harus mampu meyakinkan pembaca bahwa masalah yang
diangkat adalah penting dan solusi yang ditawarkan adalah yang terbaik di antara opsi
yang ada. Oleh karena itu, nada penulisan (tone) dalam Policy brief harus profesional,
objektif, namun tegas.

Penting untuk dipahami bahwa Policy brief tidak berdiri sendiri. la seringkali
merupakan turunan dari kajian yang lebih besar, seperti Naskah Akademik, Laporan
Evaluasi Program, atau Kajian Strategis. Namun, Policy brief harus bisa berdiri sendiri
(stand-alone), artinya pembaca tidak perlu merujuk ke dokumen induk untuk memahami
rekomendasi yang diberikan.

Keberhasilan sebuah Policy brief diukur dari dampaknya secara strategis. Apakah
dokumen tersebut dibaca? Apakah dokumen tersebut didiskusikan dalam rapat

kebijakan? Apakah rekomendasinya diadopsi menjadi regulasi atau keputusan pimpinan?



Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur kualitas komunikasi tertulis yang kita bangun

dalam modul ini.

Kebijakan publik yang efektif memerlukan fondasi analisis yang kuat. Namun,
analisis yang mendalam tidaklah cukup jika hasil-hasilnya tidak dapat dikomunikasikan
dengan baik kepada pengambil keputusan. Di sinilah peran Policy brief menjadi krusial.
Policy brief adalah medium komunikasi yang menghubungkan: - Peneliti/Analis —
menghasilkan temuan dan rekomendasi - Pengambil Keputusan — memerlukan
informasi singkat dan actionable - Implementer — memerlukan panduan teknis untuk

pelaksanaan.

Policy Making Process Cycle
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Gambar 1. 2 Siklus Proses Pembuatkan Kebijakan

Policy brief berperan sebagai penghubung kritis antara fase analisis dan
pengambilan keputusan. Efektivitas Policy brief akan berdampak pada kualitas
keputusan yang diambil.

B. KONSEP DAN JENIS POLICY BRIEF
1. Konsep Dasar
Policy brief adalah dokumen singkat dan ringkas yang menyajikan analisis mendalam
tentang masalah kebijakan tertentu serta rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur,
dan dapat diimplementasikan. Karakteristik utama Policy brief adalah:
Karakteristik Utama:

a. Ringkas: Biasanya 2-4 halaman, maksimal 8 halaman.

b. Fokus: Hanya membahas satu isu spesifik.

c. Berbasis Bukti: Menggunakan data valid, bukan opini pribadi.



d. Berorientasi Solusi: Menawarkan rekomendasi yang jelas.

e. Aksesibel: Menggunakan bahasa yang bebas dari jargon akademis yang

berlebihan.

Karakteristik pertama adalah keringkasan, yang menjadi syarat mutlak agar
dokumen dapat dibaca secara efektif oleh pembuat kebijakan yang memiliki waktu
terbatas. Policy brief dirancang sebagai dokumen yang sangat singkat dan padat
informasi. Umumnya Policy brief terdiri dari 2-4 halaman, dengan batasan maksimal 8
halaman. Penggunaan format yang ringkas ini disengaja karena pembuat kebijakan
seringkali tidak memiliki waktu untuk membaca makalah ilmiah yang panjang dan
kompleks. Dokumen yang pendek tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga
meningkatkan kemungkinan pembaca untuk mencerna dan mengingat informasi penting
yang disajikan. Dengan membatasi jumlah halaman, Policy brief memaksa penulis untuk
memilih informasi yang paling kritis dan relevan, sehingga setiap kata memiliki nilai dan
tujuan yang jelas.

Karakteristik kedua adalah fokus yang tajam pada satu isu spesifik tertentu. Sebuah
Policy brief yang efektif hanya membahas satu isu spesifik secara mendalam, bukan
mencoba mencakup berbagai topik sekaligus. Fokus ini memungkinkan pembaca untuk
mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah tertentu tanpa
kebingungan dari isu-isu yang bersaing untuk perhatian mereka. Dengan memusatkan
perhatian pada satu isu, penulis dapat mengembangkan argumen yang kuat dan logis,
mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebabnya, hingga solusi yang diusulkan.
Pendekatan yang terfokus ini juga memudahkan pengambil kebijakan untuk membuat
keputusan yang tepat karena mereka memiliki gambaran yang jelas tentang konteks
masalah dan opsi-opsi yang tersedia.

Karakteristik ketiga adalah sifatnya yang berbasis bukti, yang menjadi fondasi
kredibilitas dari sebuah Policy Brief. Dokumen ini harus disusun menggunakan data yang
valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang kredibel, seperti
statistik resmi, hasil evaluasi program, atau kajian literatur yang terpercaya, bukan
sekadar berdasarkan opini pribadi atau asumsi penulis. Penggunaan bukti empiris yang
kuat berfungsi untuk memperkuat argumen analisis masalah dan meminimalisasi bias
subjektif. Hal ini penting agar pengambil keputusan dapat percaya bahwa rekomendasi
yang diajukan memiliki landasan faktual yang kokoh, sehingga risiko kesalahan
kebijakan akibat informasi yang menyesatkan dapat ditekan seminimal mungkin.
Dengan menggunakan data valid, policy brief meningkatkan kredibilitas dan



kepercayaan pembuat kebijakan terhadap rekomendasi yang diberikan. Bukti yang
disajikan harus transparan, termasuk kekuatan dan kelemahan dari basis bukti yang
mendasarinya, sehingga pengambil keputusan dapat membuat penilaian yang
terinformasi dengan baik.

Karakteristik keempat adalah orientasi yang kuat terhadap solusi atau tindakan
nyata. Berbeda dengan karya akademis yang mungkin hanya berhenti pada analisis
masalah, Policy Brief wajib menawarkan rekomendasi kebijakan yang jelas, konkret, dan
dapat diimplementasikan. Rekomendasi ini harus menjawab pertanyaan "apa yang
harus dilakukan", "oleh siapa", dan "bagaimana caranya", serta menyertakan
pertimbangan mengenai feasibilitas politik, anggaran, dan teknis. Orientasi solusi ini
membedakan policy brief dari makalah penelitian akademis murni, karena policy brief
dirancang untuk langsung menginformasikan dan memandu keputusan kebijakan.
Dengan menyediakan rekomendasi yang jelas dan dapat dilaksanakan, policy brief
memfasilitasi transisi dari penelitian ke tindakan praktis.

Karakteristik kelima adalah aksesibilitas, yang berkaitan dengan kemudahan
dokumen untuk dipahami oleh audiens sasaran. Policy Brief harus menggunakan
bahasa yang lugas, sederhana, dan bebas dari jargon akademis atau istilah teknis yang
berlebihan yang mungkin hanya dimengerti oleh kalangan spesifik. Tujuannya adalah
memastikan bahwa pesan kebijakan dapat tersampaikan secara efektif kepada pembuat
keputusan yang mungkin tidak memiliki latar belakang keahlian teknis pada isu tersebut.
Selain aspek bahasa, aksesibilitas juga didukung oleh tata letak yang rapi, penggunaan
visualisasi data yang jelas, dan struktur penulisan yang sistematis, sehingga dokumen
tersebut ramah bagi pembacaan cepat (skimming) tanpa kehilangan makna
substansialnya.

Semua lima karakteristik ini bekerja secara sinergis untuk membuat policy brief
menjadi alat komunikasi yang efektif antara peneliti dan pembuat kebijakan. Kombinasi
dari keringkasan, fokus, dasar bukti, orientasi solusi, dan aksesibilitas bahasa
menciptakan dokumen yang bernilai tinggi dalam menutup kesenjangan antara

penelitian akademis dan praktik kebijakan publik.

2. Jenis-Jenis Policy brief
Tidak semua Policy Brief memiliki tujuan yang sama. Berdasarkan tujuannya, kita dapat

mengklasifikasikan Policy Brief ke dalam beberapa jenis:



a. Advocacy Policy Brief: Jenis ini bertujuan untuk mempromosikan satu solusi

tertentu. Penulis sudah memiliki posisi yang jelas dan menggunakan data untuk

mendukung argumen tersebut. Biasanya digunakan oleh organisasi masyarakat

sipil atau unit kerja yang ingin mendorong agenda tertentu.

b.  Objective Policy Brief: Jenis ini menyajikan berbagai opsi kebijakan beserta
kelebihan dan kekurangannya secara seimbang. Tujuannya adalah memberikan
gambaran utuh kepada pengambil keputusan tanpa memaksakan satu pilihan. Ini
umum digunakan oleh badan riset pemerintah atau think-tank.

c. Technical Policy Brief: Fokus pada aspek teknis implementasi dari sebuah
kebijakan yang sudah diputuskan. Isinya lebih banyak mengenai prosedur, standar
operasional, atau kebutuhan sumber daya.

Pemilihan jenis Policy Brief harus disesuaikan dengan audiens dan tahap
kebijakan. Jika audiens adalah Menteri yang butuh keputusan cepat untuk isu krisis,
Advocacy Brief mungkin lebih tepat. Jika audiens adalah Tim Perumus Undang-Undang
yang butuh perbandingan, Objective Brief lebih sesuai.

Dalam konteks Laboratorium Governance dan Public Policy, kita menganjurkan
penggunaan pendekatan Objective yang mengarah pada Advocacy. Artinya, penulis
menyajikan opsi secara adil, namun berdasarkan analisis bukti, penulis
merekomendasikan satu opsi terbaik dengan argumen yang kuat. Ini menjaga integritas
akademis sekaligus memberikan kepastian arah bagi pemimpin.

Selain berdasarkan tujuan, Policy Brief juga dapat dibedakan berdasarkan sumber
datanya, yaitu Primary Data Brief (berdasarkan riset lapangan baru) dan Secondary Data
Brief (berdasarkan sintesis literatur dan data sekunder yang sudah ada). Untuk efisiensi
waktu dalam birokrasi, Secondary Data Brief yang berkualitas seringkali lebih disukai

asalkan sumber datanya kredibel.

Policy brief dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai dimensi:

a) Berdasarkan Dimensi Waktu:

| JENIS | DESKRIPSI CONTOH
Briefing Note Ringkasan cepat tentang isu | Analisis dampak kenaikan
terkini harga BBM
Analytical Brief | Analisis mendalam tentang | Evaluasi kebijakan tata ruang
masalah tertentu regional
Options Brief Menyajikan beberapa alternatif | Tiga opsi pendekatan untuk
kebijakan mengatasi pengangguran
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b) Berdasarkan Tujuan:

| JENIS | TUJUAN AUDIENCE
Policy Update | Menginformasikan perkembangan | Pimpinan/Decision Maker
kebijakan
Problem Brief | Mendefinisikan masalah dan | Legislator/Perumus
urgensinya Kebijakan

Solution Brief

Menawarkan solusi untuk masalah
tertentu

Administrator/Implementer

Impact Brief

Menganalisis dampak kebijakan yang
ada

Evaluator/Oversight Body

c) Berdasarkan Target Audience:

1. Executive Brief: Untuk pimpinan tinggi dengan keterbatasan waktu

2. Technical Brief: Untuk para ahli dan technical staff
3. Public Brief: Untuk konsumsi publik/media massa
4

Legislative Brief: Untuk anggota legislatif

STRUKTUR KOMPONEN POLICY BRIEF

Gambar 2: Komponen Utama Policy Brief

o JUDUL & METADATA
{fudlul, Tanggail, Penulis, Organisasi, Kontak)

e RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)
(1 paragraf, 150-200 kata | Masalah + Rekomendasi Utama)
e ISU/MASALAH KEBIJAKAN (Background)
(1-2 paragraf, 300-400 kata | Konteks, Urgensi, Stakeholder)

o ANALISIS KEBIJAKAN (Analysis)
(1-2 paragraf, 400-600 kata | Bukti, Data, Akar Penyebab Masalah)

v

e OPSI KEBIJAKAN (Policy Options)
(2-3 paragraf | Alternatif Solusi dengan Kelebihan & Kekurangan)

v

o REKOMENDASI (Recommendation)
(3-5 bullet points | Spesifik, Terukur, Implementable, Timeiine)

s
[ TIPS PENTING: Seluruh komponen harus Xonsisten, logis, dan berbasis bukti empiris

I o REFERENSI {Referencg)"d id=al: 1-4 halaman | Font; Arial/Calibri 11pt | Spasi: 1.5 atau Dounle

{(Daftar sumber Data dan Literatur Pendukung)

Gambar 1. 3 Komponen Utama Policy brief

C. KEGIATAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF

1. Fase Persiapan

Langkah 1: Identifikasi Isu dan Masalah



Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah kebijakan (policy problem) dengan

jelas. Masalah harus spesifik, terukur, dan relevan. Jangan mengangkat masalah yang
terlalu umum seperti "Kemiskinan", tetapi spesifik seperti "Efektivitas Bantuan Sosial
Tunai di Wilayah X". Selain masalah, kenali siapa audiens Anda. Apakah mereka Menteri,
Gubernur, atau Kepala Dinas? Setiap level memiliki prioritas informasi yang berbeda.
Pimpinan tinggi lebih tertarik pada implikasi politik dan anggaran, sedangkan pimpinan

menengah lebih tertarik pada aspek operasional.

Dalam fase ini, Anda perlu:
a. Memahami konteks kebijakan yang sedang berkembang
Mengidentifikasi gap antara kondisi ideal dan kondisi aktual

b
c. Menentukan siapa decision maker yang akan menerima Policy brief
d

Memahami timeline pengambilan keputusan

Langkah 2: Riset dan Pengumpulan Data
Kumpulkan data yang relevan untuk mendukung analisis masalah. Data dapat berupa
statistik resmi (BPS), hasil evaluasi program, atau studi literatur. Penting untuk
memverifikasi kredibilitas sumber data. Policy Brief yang lemah biasanya disebabkan
oleh data yang usang atau sumber yang bias.
Dalam tahap ini, lakukan juga analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis).
Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan yang akan
direkomendasikan? Memetakan ini akan membantu dalam menyusun strategi
rekomendasi yang politis namun tetap etis.
Penyusunan Policy brief yang berkualitas memerlukan riset yang komprehensif:
Jenis Data yang Diperlukan:
1. Data Sekunder:

a) Penelitian akademis

b) Laporan pemerintah

c) Publikasi internasional

d) Statistik resmi
2. Data Primer (jika diperlukan):
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a) Wawancara dengan stakeholder
b) Focus Group Discussion (FGD)
c) Survey/polling

d) Observasilapangan

Langkah 3: Analisis dan Sintesis
Jangan pernah hanya memberikan satu solusi tanpa alternatif. Minimal, sajikan dua atau
tiga opsi kebijakan.

e Opsi 1: Status Quo (Tidak melakukan apa-apa). Jelaskan risikonya.

e Opsi 2: Solusi Moderat.

e Opsi 3: Solusi Transformatif.
Setiap opsi harus dianalisis dampaknya, biaya yang dibutuhkan, dan feasibilitasnya.
Gunakan matriks analisis untuk membandingkan opsi-opsi tersebut secara visual.

Setelah mengumpulkan data, lakukan analisis:

2. Fase Drafting

Langkah 4: Menulis Draf Awal

Mulailah menulis dengan struktur yang jelas (akan dibahas detail di Bab 1ll). Gunakan
prinsip pyramid dalam menulis: sampaikan kesimpulan utama di awal, baru kemudian
argumen pendukung. Gunakan kalimat aktif, hindari kalimat pasif yang bertele-tele.
Gunakan bullet points untuk memudahkan pembacaan cepat (skimming).

Tips penulisan: - Mulai dengan outline yang jelas - Tulis dengan kalimat yang
sederhana namun profesional - Gunakan data konkret dan spesifik - Hindari jargon yang

rumit kecuali untuk audience ahli - Setiap klaim didukung oleh bukti
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Langkah 5: Revisi dan Refinement

Sebelum disebarluaskan, draf Policy Brief harus melalui proses review. Review dapat
dilakukan secara internal oleh tim ahli di Laboratorium atau secara eksternal oleh pakar
substansi. Fokus review adalah pada akurasi data, kejelasan rekomendasi, dan
kesesuaian bahasa.

Pastikan juga aspek desain grafis diperhatikan. Policy Brief yang baik tidak hanya bagus
isinya, tapi juga menarik tampilannya. Penggunaan infografis sederhana, kotak teks (text
box), dan grafik yang jelas sangat disarankan.

Proses revisi sangat penting: - Periksa logika dan konsistensi argumen - Validasi
semua data dan referensi - Pastikan rekomendasi feasible dan cost-effective - Baca
ulang untuk clarity dan coherence - Minta feedback dari kolega atau subject matter

expert.

3. Fase Finalisasi
Langkah 6: Formatting dan Presentasi

a. Gunakan format yang konsisten

b. Tambahkan visual (grafik, tabel, diagram) jika diperlukan

c. Sesuaikan dengan brand guidelines organisasi

d. Pastikan metadata lengkap (tanggal, penulis, disclaimer jika ada)
Langkah 7: Disseminasi
Karya tulis tidak ada gunanya jika tidak sampai ke tangan pengambil keputusan.
Rencanakan strategi diseminasi. Apakah akan disampaikan dalam rapat terbatas,
dikirimkan melalui memo resmi, atau dipublikasikan dalam website instansi? Timing juga
penting; sampaikan Policy Brief saat isu tersebut sedang hangat atau saat anggaran
sedang direncanakan.

a. lIdentifikasi saluran komunikasi yang tepat

b. Tailoring message untuk berbagai audience

c. Persiapkan presentasi oral jika diperlukan

d. Monitor feedback dan uptake dari Policy brief
Tantangan Umum dalam Penyusunan
Dalam pengalaman pelatihan di Laboratorium, terdapat beberapa tantangan umum yang

sering dihadapi peserta:
a. Terlalu Akademis: Menggunakan bahasa teori yang sulit dipahami praktisi.

b. Kurang Data: Lebih banyak opini daripada fakta.
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c. Rekomendasi Lemah: Rekomendasi bersifat normatif (contoh: "Perlu

peningkatan koordinasi") tanpa menjelaskan bagaimana caranya.

d. Terlalu Panjang: Tidak mampu menyaring informasi penting.

e. Untuk mengatasi hal ini, penulis disarankan untuk selalu bertanya: "Jika saya
hanya punya waktu 2 menit untuk membaca ini, bagian mana yang paling

penting?" Bagian itulah yang harus ditonjolkan.

Peran Bukti dalam Policy Brief

Kata "Brief" dalam Policy Brief tidak berarti mengorbankan kedalaman analisis. Bukti
harus tetap kuat. Namun, penyajiannya yang disesuaikan. Data statistik sebaiknya
ditampilkan dalam bentuk grafik, bukan tabel yang rumit. Kutipan ahli digunakan untuk
memperkuat argumen, bukan untuk pamer referensi.

Referensi dalam Policy Brief biasanya diletakkan dalam catatan kaki (footnote) yang
minim atau daftar pustaka ringkas di halaman terakhir. Tujuannya agar tidak
mengganggu alur bacaan utama. Namun, integritas sitasi tetap harus dijaga untuk

menghindari plagiarisme dan memastikan ketelusuran data.

Etika Penyusunan Policy Brief
Sebagai produk publik, Policy Brief harus mematuhi etika tertentu:
a. Objektivitas: Tidak memanipulasi data untuk mendukung kepentingan golongan
tertentu.
b. Transparansi: Menjelaskan sumber pendanaan Kkajian jika ada konflik
kepentingan.
c. Kerahasiaan: Menjaga data sensitif negara atau privasi individu jika
menggunakan data mikro.
d. Akuntabilitas: Penulis harus berani bertanggung jawab atas rekomendasi yang
diberikan.

Laboratorium Governance and Public Policy menekankan integritas ini sebagai fondasi
utama. Policy Brief yang tidak etis dapat menyesatkan kebijakan publik dan merugikan

masyarakat dalam jangka panjang.
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STUDI KASUS SINGKAT:
Kebijakan Parkir Sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh sederhana. Masalah:
Kemacetan di pusat kota akibat parkir liar. Analisis: Data menunjukkan 40% kemacetan
disebabkan oleh kendaraan yang mencari parkir. Opsi:

a. Tilang tegas (Biaya politik tinggi).

b. Bangun gedung parkir (Biaya anggaran tinggi).

c. Aplikasi parkir digital + Tarif dinamis (Biaya moderat, teknologi tersedia).

Rekomendasi: Opsi 3, dengan pilot project di 2 kecamatan.

Dari contoh di atas, terlihat bagaimana Policy Brief memotong kompleksitas menjadi alur
logis yang mudah diikuti. Tidak perlu menjelaskan teori ekonomi parkir secara detail,

cukup fokus pada dampak solusi terhadap kemacetan.

Pentingnya Visualisasi Data Di era informasi visual, teks saja tidak cukup. Policy Brief
modern harus menyertakan elemen visual. Grafik batang untuk perbandingan, grafik
garis untuk tren waktu, dan peta untuk sebaran geografis. Namun, pastikan visualisasi
tidak misleading. Skala grafik harus proporsional.

Laboratorium menyarankan penggunaan palet warna yang konsisten dengan identitas
instansi namun tetap ramah bagi penderita buta warna (colorblind friendly). Keterbacaan
adalah kunci utama desain Policy Brief.

Kolaborasi dalam Penyusunan Penyusunan Policy Brief yang berkualitas jarang
dilakukan sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antara analis substansi (yang paham isi
kebijakan) dan analis komunikasi (yang paham cara penyajian). Di lingkungan instansi
pemerintah, ini berarti kerja sama antara Biro Perencanaan (Bappenas/Bappeda)
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.

Modul ini mendorong pendekatan kolaboratif. Dalam sesi latihan nanti, peserta akan
bekerja dalam kelompok untuk mensimulasikan proses kolaborasi ini. Masukan dari
berbagai perspektif akan memperkaya analisis dan membuat rekomendasi lebih
komprehensif.

Adaptasi terhadap Konteks Lokal Meskipun prinsip Policy Brief bersifat universal,
penerapannya harus disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. Budaya konsensus
(musyawarah mufakat) dalam pengambilan keputusan di Indonesia berarti Policy Brief
harus menyajikan opsi yang memungkinkan dialog, bukan opsi yang memojokkan pihak

tertentu.
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Bahasa yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan tata naskah dinas yang

berlaku di instansi masing-masing, tanpa mengurangi esensi ringkas dari Policy Brief itu
sendiri. Keseimbangan antara format baku birokrasi dan fleksibilitas Policy Brief adalah

seni yang harus dikuasai.

Evaluasi Kualitas Policy Brief Bagaimana kita tahu sebuah Policy Brief itu bagus?

Laboratorium Governance dan Public Policy menggunakan rubrik penilaian sederhana:
a. Relevansi: Apakah isunya penting saat ini?
b. Kejelasan: Apakah bahasanya mudah dimengerti?
c. Kredibilitas: Apakah datanya dapat dipertanggungjawabkan?
d. Aksi: Apakah rekomendasinya bisa dilaksanakan?
e. Desain: Apakah tampilannya menarik dan rapi?

Peserta diharapkan menggunakan rubrik ini untuk menilai karya sendiri maupun karya

rekan lainnya selama pelatihan.

Penutup

Bab ini telah menguraikan landasan konseptual, jenis, dan strategi penyusunan Policy
Brief. Pemahaman ini adalah fondasi sebelum kita masuk ke teknis penulisan di Bab lIl.
Ingatlah bahwa Policy Brief adalah alat kekuasaan (tool of power) dalam arti positif; ia
adalah alat untuk mengubah ide menjadi tindakan nyata yang memperbaiki kehidupan
publik.
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BAB Il
PEMBUATAN POLICY BRIEF

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, esensi dari penyusunan policy brief
ialah mengonversi hasil analisis (baik masalah maupun solusi) menjadi narasi tertulis
yang singkat dan padat. Meskipun format penulisan dapat bervariasi, keberadaan kedua
komponen analisis tersebut bersifat mutlak. Variasi struktur biasanya bergantung pada
preferensi penulisan; ada yang hanya memuat analisis masalah dan solusi, sedangkan
lainnya lebih rinci dengan menyertakan rekomendasi dan data pendukung. Dari segi
panjang, policy brief umumnya berkisar antara 1-2 halaman (sekitar 700 kata) hingga
maksimal 8 halaman (3000 kata). Pembatasan ini dirancang agar sesuai dengan
keterbatasan waktu pembaca dalam menyerap informasi. Agar lebih menarik perhatian,
penyajian visual seperti infografis dan ilustrasi sangat disarankan untuk mendukung
kualitas dokumen."

Pembuatan Policy brief yang berkualitas memerlukan:

Pemahaman mendalam tentang masalah kebijakan
Kemampuan menganalisis informasi kompleks
Skill komunikasi yang baik
Perhatian terhadap detall

A A

Kemampuan untuk menyederhanakan tanpa mengorbankan akurasi

Dalam policy brief, prioritas utama adalah menyajikan hasil dan rekomendasi,
bukan memaparkan secara rinci teknik atau metode analisis ilmiah yang digunakan. Hal
ini dikarenakan tujuan utamanya adalah menginformasikan solusi kebijakan publik
kepada pembuat keputusan. Dengan demikian, meskipun proses di baliknya bersifat
ilmiah, dokumen ini lebih berfokus pada ‘penjualan’ ide. Fleksibilitas struktur dan panjang
halaman diperbolehkan selama tujuan untuk meyakinkan decision maker tersebut

tercapai.

B. STRUKTUR PENULISAN POLICY BRIEF
Beragam struktur policy brief memang tersedia, namun inti dari semuanya tetaplah
analisis masalah dan solusi. Dalam Pelatihan penulisan ini bertujuan menanggapi

perdebatan kebijakan, menuntut penyajian kedua komponen tersebut secara tepat dan
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ringkas. Struktur yang disajikan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan

pelatihan, selama elemen analisis masalah dan solusi tetap tergambar dengan jelas.
1. Template Standar Policy brief

STRUKTUR PENULISAN POLICY BRIEF

Gambar 3: Tata Letak dan Alur Penulisan Policy Brief

PAGE 1 (HALAMAN 1) PAGE 2 (HALAMAN 2)

HEADER / LOGO ORGANISASI

POLICY BRIEF

Meningkalkan Parlisipasi Masyscaks! dalsm

Perencanaan Pembangunan Daerah;

Analisis dan Rekomendas!

REFERENSI

11 Survey Nasianal LGPP 2023

2)5ret Kasus Kabupaten K, 7023

31ARM 2020-2022, Kemenerlan Dalam Negerl

[= Falaman 1] Halaman 2 =)

PANDUAN PENULISAN POLICY BRIEF
PARJANG IDFAL: 1-4 halaman (iasanya 2-3 halaman | FONT: ArialfCalibri 11pr | SPASE 1.5 atau dauble
STRUKTUR: Linesr eari atas ke bawan | RAHASA: Formal, ringkas, hinari jargon rumit | TORE: Objektif, nernasis busti

VISUAL: Gunakan tabel, grafik, atau diagram jika diperiukan untuk memperjelas | REVIEW: Cek speling, grammar, logika, dan konsistensi

Gambar 1. 4 Struktur Penulisan Policy brief

2. Panduan Penulisan Setiap Bagian

A. Judul (Title)

Karakteristik judul yang baik:

1. Spesifik dan deskriptif (bukan terlalu umum)
Menarik dan informatif

Mencerminkan isi Policy brief

Hindari judul yang terlalu panjang (maksimal 15 kata)

ok DN

Gunakan kata kerja aktif jlka memungkinkan

Contoh Judul:
X TIDAK BAIK: "Masalah Pelayanan Publik"

BAIK: "Meningkatkan Responsivitas Pelayanan Publik: Analisis dan Rekomendasi
Reformasi"
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a

I

Krisis Literasi Digital: Apa Yang Dapat dilakukan? Membuat policy brief dalam bentuk pertanyaan akan menarik orang untuk
mencari jawaban dalam teks/body
Korupsi, Kolusi dan Kerugian Negara Judul singkat yang to-the point tentang 3 aspek utama yang akan diperoleh

pembaca dalam policy brief

Digital Ethics: Pendekatan Perilaku Ampuh di Era Digital Judul Utama Digital Ethics adalah isi atau focus policy brief, sub judul
memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengundang pembaca untuk membaca

Krisis Garam di Indonesia: dibutuhkan Aksi Nyata bukan Judul Utama Krisis Garam di Indonesia adalah focus atau isi policy brief, sub judul
Kata dibutuhkan aksi nyata bukan kata mendorong urgensi isu untuk memprovokasi p
engambil keputusan/pembaca

Digital Safety: Tantangan keamanan identitas diEra Digital  Policy brief menunjukkan cara (digital safety) mengamankan identitas di era
digital
Quo Vadis Staf Ahli Gubernur? Judul singkat dan provokatif

‘Memanusiakan’ Pekerja Migran: Mengikis Utopia Kehadira Judul utama adalah focus policy brief, dan sub judul memberikan penjelasan
n Negara lebih lanjut untuk judul utama

Sumber: Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat | Policy Brief- LAN RI

B. Metadata (Tanggal, Penulis, Organisasi)

Elemen ini penting untuk kredibilitas dan tracking dokumen:

1. Tanggal: Tulis dengan format lengkap (contoh: 15 Januari 2024)
2. Penulis: Nama lengkap dan posisiftitle

3. Organisasi: Nama unit kerja atau lembaga

4. Kontak: Email atau nomor telepon untuk follow-up

C. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Keterbatasan waktu sering kali membuat pembaca memutuskan apakah akan
melanjutkan membaca policy brief hanya setelah melihat ringkasan eksekutif, pasca
membaca judul. Agar minat baca tetap terjaga, ringkasan eksekutif perlu disajikan
dengan jelas dan menarik. Inti dari bagian ini adalah menjawab tiga pertanyaan kunci:
apa masalahnya, mengapa hal itu penting, dan bagaimana solusinya. Informasi
mengenai aktor yang seharusnya menindaklanjuti rekomendasi juga dapat ditambahkan.
Dalam konteks ini, penjelasan masalah menguraikan isu utama yang diangkat,
sementara alasan urgensi merujuk pada dampak negatif yang dihasilkan oleh isu
tersebut.

Bagian paling kritis dari Policy brief. Ini harus dapat berdiri sendiri dan memberikan
gambaran lengkap masalah dan rekomendasi.

Struktur Ringkasan Eksekutif:

Sentence pertama: Pernyataan masalah yang jelas

Contoh: "Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan
daerah menurun 30% dalam tiga tahun terakhir.”
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1. Sentence 2-3: Konteks dan urgensi

o Mengapa ini penting?

o Apa konsekuensi jika tidak ditangani?
2. Sentence 4-5: Analisis ringkas

o Apa penyebab utama masalah?

o Siapa yang terlibat?
3. Sentence terakhir: Rekomendasi utama

o Apayang harus dilakukan?

o Hasil yang diharapkan?

Contoh Ringkasan Eksekutif:

Panjang ideal: 150-200 kata (sekitar ¥2 halaman)

D.

Latar Belakang (Background)

Bagian ini menjelaskan konteks dan mengapa masalah ini penting.

Yang harus disampaikan:

1.

ok wDn

Konteks umum: Situasi sebelum masalah muncul
Penggambaran masalah: Apa yang terjadi saat ini?
Urgensi: Mengapa ini penting dan mendesak?
Stakeholder: Siapa saja yang terlibat dan terpengaruh?

Relevansi kebijakan: Bagaimana ini berkaitan dengan prioritas pemerintah?




Contoh Paragraf Latar Belakang:

E. Analisis (Analysis)
Bagian ini adalah jantung dari Policy brief di mana Anda menyajikan temuan dan bukti
yang mendukung.

Struktur Analisis:

=

Identifikasi masalah utama: Apa akar permasalahannya?
Presentasi bukti: Data, riset, atau studi kasus yang mendukung
Analisis sebab-akibat: Mengapa masalah ini terjadi?

Pemetaan stakeholder: Siapa yang terlibat dan apa kepentingan mereka?

aoR W

. Implikasi: Apa yang akan terjadi jika masalah tidak ditangani?

Contoh Analisis dengan Data:

Panjang ideal: 400-600 kata



F. Rekomendasi (Recommendation)

Rekomendasi harus spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan.
Karakteristik rekomendasi yang baik:

1. Spesifik: Jelas mengenai APA yang harus dilakukan

Terukur: Ada indikator keberhasilan yang jelas

Time-bound: Ada timeline implementasi

Resource-aware: Mempertimbangkan ketersediaan resources

o bk D

Prioritas: Diurutkan berdasarkan urgensi dan dampak

Contoh Rekomendasi:

3. Contoh Format Policy brief Lengkap

AN

POLICY BRIEF
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah:
Analisis dan Rekomendasi

Tanggal: 15 Januari 2024
Penulis: ...t , Analis Kebijakan




Organisasi: Laboratorium Governance dan Public Policy, STISIPOL Candradimuka

RINGKASAN EKSEKUTIF

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah mengalami
penurunan 30% selama 2020-2023, turun dari 50% menjadi 35%. Analisis
menunjukkan tiga hambatan utama: keterbatasan akses informasi, kapasitas fasilitasi
yang rendah, dan kurangnya mekanisme feedback yang responsif. Kami
merekomendasikan tiga aksi prioritas: (1) pengembangan platform digital untuk
transparansi informasi; (2) pelatihan intensif 500 fasilitator dalam 18 bulan; (3)
pelembagaan sistem feedback dengan follow-up wajib. Implementasi rekomendasi ini
diproyeksikan dapat meningkatkan partisipasi menjadi 65% dalam 24 bulan dengan
investasi Rp 15 miliar.

LATAR BELAKANG

Program perencanaan pembangunan yang partisipatif merupakan prioritas strategis
pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJM 2020- 2024. Target naif adalah
meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat aktif dari 40% (baseline 2019) menjadi
80% pada 2024. Namun, survei nasional yang dilakukan pada Mei 2023 menunjukkan
data yang mengkhawatirkan: tingkat partisipasi aktif hanya mencapai 35%, bahkan
turun dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena ini terutama terlihat di daerah-
daerah semi-urban dan tertinggal, di mana partisipasi hanya mencapai 18-25%.
Penurunan ini memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas dan legitimasi kebijakan
publik di tingkat lokal. Forum Perencanaan Pembangunan (FPB) yang seharusnya
menjadi medium dialog antara pemerintah dan masyarakat, menjadi semakin eksklusif
dan tidak representative. Situasi ini mendesak untuk segera ditangani agar program

perencanaan pembangunan tetap dapat mencapai tujuannya.

ANALISIS

Melalui survei nasional dan studi mendalam di 10 kabupaten, kami mengidentifikasi
penyebab penurunan partisipasi. Data menunjukkan bahwa 65% masyarakat di area
rural tidak mengetahui keberadaan FPB (Survei LGPP, 2023). Dari yang mengetahui,
hanya 45% yang pernah menghadiri minimal satu sesi, jauh lebih rendah dari target
80%.

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan tiga hambatan utama:
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Pertama, keterbatasan akses informasi. Survei menunjukkan bahwa hanya 25% FPB
menggunakan media digital untuk mengumumkan jadwal dan materi diskusi.
Mayoritas masih menggunakan pengumuman lisan atau pengumuman di kantor desa
yang tidak terjangkau oleh seluruh masyarakat. Akibatnya, informasi tentang FPB
tidak sampai ke 60% target audiens.

Kedua, kapasitas fasilitasi yang terbatas. Rata-rata fasilitator di tingkat lokal hanya
menerima 16 jam pelatihan dalam dua tahun, jauh lebih rendah dari standar
internasional (40-60 jam per tahun). Dampaknya, kualitas diskusi di FPB kurang
mendalam dan kurang mampu menggali aspirasi mendalam masyarakat.

Ketiga, mekanisme feedback yang tidak responsif. Sebanyak 78% peserta FPB
melaporkan bahwa masukan mereka tidak mendapat respons tertulis, dan mereka
tidak tahu apakah masukan tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan rencana.
Fenomena ini menciptakan disinsentif untuk terus berpartisipasi.

Studi kasus di Kabupaten X menunjukkan bahwa dengan peningkatan transparansi
informasi melalui media digital dan WhatsApp blast, partisipasi meningkat dari 25%
menjadi 65% dalam enam bulan pertama. Peningkatan ini memberikan bukti empiris

bahwa masalah partisipasi dapat diatasi dengan intervensi yang tepat sasaran.

REKOMENDASI
Berdasarkan analisis di atas, kami merekomendasikan tiga aksi prioritas:
1. Tingkatkan Aksesibilitas Informasi tentang FPB « Kembangkan platform digital
terintegrasi untuk publikasi jadwal, materi, dan hasil FPB « Implementasi: Bulan
1-3: Desain dan development; Bulan 4-6: Soft launch dan training; Bulan 7-12:
Full operasional * Indikator keberhasilan:
o 80% forum publik mengakses platform dalam 12 bulan
o 50% masyarakat mengetahui jadwal FPB di wilayah mereka
o Tingkat partisipasi meningkat minimal 25%
2. Perkuat Kapasitas Fasilitator « Sediakan pelatihan intensif (40 jam) untuk 500
fasilitator dalam 18 bulan * Implementasi: Batch 1 (100 fasilitator, kuartal 1-2);
Batch 2-5 (100 fasilitator per batch, per kuartal) « Indikator keberhasilan:
o 90% fasilitator melewati assessment dengan skor 280%
o Kepuasan peserta FPB meningkat minimal 30%

o Rata-rata durasi FPB meningkat dari 90 menit menjadi 150 menit
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3. Lembagakan Mekanisme Feedback dan Follow-up ¢ Implementasikan sistem
tracking untuk setiap masukan masyarakat dengan follow-up wajib dalam 3
bulan ¢ Publikasikan hasil tracking setiap enam bulan ¢ Implementasi: Bulan 1-
2: Desain sistem; Bulan 3: Pilot di 10 kabupaten; Bulan 4-12: Roll out ke
seluruh kabupaten ° Indikator keberhasilan:
o 90% masukan mendapat respons tertulis dalam 3 bulan
o Minimal 60% masukan terintegrasi dalam rencana pembangunan
o Indeks kepuasan masyarakat terhadap responsivitas meningkat dari
45% menjadi 75%
ESTIMASI BIAYA DAN TIMELINE
Rekomendasi ini memerlukan investasi Rp 15 miliar dalam 24 bulan: - Platform digital

dan pelatihan pengguna: Rp 4 miliar - Pelatihan fasilitator 500 orang: Rp 7 miliar
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